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Abstract

The purpose of this study is to analyze and understand criminal responsibility and forms of protection for children who store and control narcotics of the methamphetamine type as stated in Court Decision Number: 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR. Reasearch use normatif applyble formulation is: 1) What is the law that regulates criminal sanctions against children who store and possess narcotics of the methamphetamine type? and 2) What are the criminal sanctions against children who store and control methamphetamine-type narcotics as stated in the Court Decision Number: 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR?. The conclusion of this study is that criminal responsibility court decisions up to the punishment of children who are in conflict with the law, especially narcotics abusers as far as possible are avoided by children if there is no other way (ultimum remedium) and the punishment must also be non-custodial, so as to minimize any negative impacts from being sentenced to imprisonment. This can be seen from the criminal system in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (ACT SPPA), which is the main road before proceeding to the judicial process. If diversion is not successful, the judicial process will continue and punishment can only be imposed if there is no other way. The Narcotics Law does not specifically regulate the system of sanctions for children, the enactment of the sanctions system in the Narcotics Law against children must also apply the SPPA Law as a special provision that applies to children. This is a consequence of the principle of lex specialis derogat legi generalis. The advice that can be given is that it is necessary for law enforcers who resolve child cases to really understand the legal principles and laws and regulations relating to the settlement of child cases so as to produce wise court decisions for children in conflict with the law, especially against narcotics abusers. There should be supervision in the application of applicable laws and regulations especially in increasing the effectiveness of related parties such as the Child Protection Commission which must be maximized so that legal protection for child victims of narcotics abuse can be handled. There are five pillars in efforts to protect children, especially from drug abuse, namely: parents, family, community, government and the State which should be able to maximize protection for children in drug abuse.

Keywords: Child Convict, Storing Control, Narcotics
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis dan memahami tentang pertanggungjawaban pidana dan bentuk perlindungan terhadap anak yang dengan penyimapanan dan penguasaan narkotika seperti Putusan Pengadilan Nomor: 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif, dengan analisa keterkaitan dari aturan undang-undang yang diberlakukan dengan analisa yang terkait. Rumusan masalah penelitian ini adalah: adalah: 1) Bagaimana undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang menyimpan dan mengusasai narkotika jenis shabu? dan 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor: 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR?. Kesimpulan dari penelitian ini dengan hadapan dari hukum, terkhidar dari anak jika tak ada cara lainnya, berdampak tidak baik dengan lanjutan proses mengadili dengan penggantian yang tidak berhasil, sebelumnya djatuhkan dengan terkhusus pada sistem anak, sistem sanksi dengan pemberlakuan pada anak. SPPA dengan hal yang terkhusus harus diterapkan dengan konsekuensi yang diberikan, dibutuhkan bagi penegak hukum, menyelesaikan perkara anak. Butuh ada pengawasan dengan perlindungan hukum pada anak. Lima pilar dengan usaha yang sebenarnya melindungi anak dari disalahgunakannya narkotika. 
Kata Kunci : Pemidanaan Anak, Menyimpan Menguasai, Narkotika
A. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika saat ini berada dalam titik yang mengkhawatirkan, dengan permasalahan Nasional ataupun Internasional yang sifatnya mendesak. Hal ini dengan transit daerah pemasaran. (Hadiman, 2009) Hal yang menjadi perhatian sekali, dengan penyalahgunaan narkotika ini dengan kecenderungan dan cakupan batasan kelompok masyarakat dewasanya. (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, 2004)
Narkotika merupakan zat ataupun obat yang asalnya dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis ataupun yang menjadi sebab menurunnya kesadaran dan menjadi berkebutuhan. Satu sisinya, narkotika memiliki manfaat dengan ilmu pengetahuan. Sisi lainnya, memunculkan keterkaitan dengan kendali yang ketat. (Muhammad Yamin, 2012)
Keseluruhannya nyaris berkeinginan utama pada anak-anak untuk sekali sekali mencobanya. Kenyataannya sanksi hampir setiap hari baik dari media elektronik ataupun dari pandangan umur, generasi penerus kedepannya. (Nadeak, 2006)
Penyalahgunaan narkotika dilangsungkan oleh anak-anak. Umur anak ialah sasaran empuk wilayah paling rawan dengan pencarian identitas dengan timbul rasa penasaran, ingin mencobanya dengan kemungkinan pertambahan jumlah pemidanaan dikalangan anak. (Anonim, 2005)
Proses hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dilakukan melalui kebijakan hukum yang bersifat khusus berbeda dengan penaganan terhadap orang dewasa. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya adalah digunakan kebijakan hukum pidana, terutama penerapan pemidanaan kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus diatur secara khusus. Dikutif dari bukunya Marjan Miharja dikatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar mereka kelakmampu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, sehigga setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial sehingga hak-haknya harus dilindungi dan tidak diperlakukan diskriminatif. (Marjan Miharja, 2019)
Terlibatnya anak dalam dunia narkotika tak lepas dari kontrol orang terdekatnya, dengan perlindungan didikan serta pemberian kehidupan yang layak. Orang tua berharap, pengawasan pendidikan anak ini jauh dari Narkoba. Pemberian pendidikan agama, yang umum dari Generasi muda, tulang punggung bangsa dan juga negara. (Willy, 2005) Suatu kenyataan hingga saat ini justru banyak kalangan anak dan remaja yang terlibat penyalahgunaan narkotika, bahkan sangat mungkin seorang anak dilibatkan untuk menjadi pengedar. (Willy, 2005)
1. Rumusan Masalah

Beralaskan uraiaan dari rumusan permasalahan: 1) Bagaimana undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang menyimpan dan mengusasai narkotika jenis shabu? dan 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR ?.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif, ialah analisa dari aturan undang undang yang diberlakukan, dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang terkait. Kajian ini dengan analis apermasalahan hukum, kenyataan dan tentang kajian dari bentuk deskriptif analisis, penggambaran obyek, yang menajdi persoalan pada  yang dipergunakan dengan analisa yang terkait dari undang-undang dengan hukum positifnya. Kondisi obyek yang menjadi permasalahan, dimaksudkan dan diambil kesimpulannya tentang penguasaan narkotika jenis shabu. (Soerjono, 2010)
B. PEMBAHASAN
1. Pendahuluan tentang maraknya peredaran narkoba yang melibatkan anak-anak
Maraknya dewasa ini, dengan pencapaian keadaan yang mengkhawatirkan, dengan permasalahan Nasional ataupun Internasional dengan Indonesia bukan hanya daerah transit, namun juga pemasarannya. (Hadiman, 2009) Menjadi perhatian sekali penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan tingkatan dan cakupan dan batasan dari beberapa tingkatan. (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, 2004)
Keseluruhannya ingat dan sekaligus juga ingin masyarakat Indonesia, anak-anak untuk tidak mencoba dalam konsumsi narkotika. Kenyatannya, sanksi itu dengan media cetak ataupun elektronik, dengan perederan, umur dan generasi penerus kedepannya karena mulai munculnya rasa keinginan untuk tau. (Nadeak, 2006)
Penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak-anak. Umur anak menjadi acuan yang empuk dan paling rawan dalam penyalahgunaan narkotika, ialah dengan pencarian identitas diri, anak dan timbulnya keinginan untuk tau, kemungkina pertambahan kejahatan narkotika dikalangan pemakainya. (Anonim, 2005)
2. Bagaimana undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang menyimpan dan mengusasai narkotika jenis shabu?
Hal yang umum, penjatuhan sanksi ini dengan pelanggaran hukum dengan anggapan tujuan hukum. Karena hal tersebut, jila pelanggar kemudian mengajukan sidang, dengan penjatuhan tersebut sudah berakhir. Kemudian acuan dengan kedudukan keadilan dan menegakan hukum dari pasal yang dilanggarnya. (Andi, 2006)
Pemidanaan yang lazimnya berdasar dari KUHP dengan pendidikan yang bak, dengan parahnya keadaan dan peningkatan kejahatan pada anak. Penerapan pidana anak dengan aturan yang mengatur diluar KUHP mengatur mengenai sanksi pada anak, yang mendasar dari seorang anak dengan menjalankan hal yang tidak semestinya dilakuakn seperti mengedarkan narkotika. (Bunadi Hidayat, 2014)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak ikut dengan ketentuan, sanksi pidana yang dituangkan pada 10 KUHP, dengan pembuatan sanksi. Dibawah ini, jenis jenis pemdanaan yang bisa dijatuhkan dari hakim, karena pelaku tindak pidana dari yang dimaktubkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu : (Undang-Undang Nomor 11, 2012)
Pidana Pokok anak : 

1.  Pemidanaan dengan memperingati 
2.  Memberi syarat 

a. pemidanaan diluar lembaga 

b. Pelayanannya dari masyarakat
c. Perlindungan hukum anak yang menjadi kurir 
d. Pengawasannya 

3.  Pelatihan kerja 

4.  Membina lembaga 

5.  Penjara (Soedjono, 2008)
3. Sanksi pidana terhadap anak yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR
a. Tuntutan Penuntut Umum

Kesatu :
Perbuatan anak  HARDI MANSYAH PUTRA Als HARDI Bin ABDULLAH HARIS sebagaimana yang diatur dalam regulasi pasal 114  ayat (1)  UNDANG-UNDANG RI No. 35  Tahun 2009  Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UNDANG-UNDANG RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.                                        

Kedua : Perbuatan Anak  HARDI MANSYAH PUTRA Als HARDI Bin ABDULLAH HARIS yang telah diatur dalam regulasinya dengan memutuskan:
1. Dengan menyatakan jika anak dengan sudah dibuktikan bersalah dengan keabsahan, diyakinkan dengan pemidanaan ataupun bermufakat jahat, hak berlawanan dengan hukum, melakukan pelanggaran Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Juncto UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak.                                                                    
2. Dengan memberikan pemidanaan pada anak, dengan penjara selama empat tahun yang dikurangi dengan masa penangkapan. Tetap ditahan dengan dendanya delapan ratus juta rupiah ataupun jika tidak dibayarkan dengan digantikan masa tahanan dua bulan . 
b. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Tbh

Salinan resmi pada putusan dengan marnya:

1.
Pernyataan jika anak dengan dibuktikan dengan keabsahan, dengan keyakinan melakukan kesalahan pidana. Permufakatan jahat, dengan berlawanan hukum, mempunyai, menyimpan, melakukan penguasaan, penyedia Narkotika Golongan I. 
2. 
Penjatuhan pidana anak dengan pemenjaraan dengan denda delapan ratus juta rupiah, jika tidak bisa diganti dengan kurungan dua bulan. ;

3. 
Penetapan jika denda tidak terbayar, dengan menggantikan kurungan dua bulan wajib kerja;                                                                        

4. 
Penetapan, agar anak menjalankan hukumannya dengan lembaga pembina dengan bimbingan dari tembilahan atas nama Sutrisno. 
c. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebelum menjatuihkan putusan antara lain :

a. Pertimbangannya, jika yang dimintakan banding dari JPU dengan pengajuan tenggat waktu dan tata cara pemenuhan syarat dari undang undang;                                                                   

b. 
Pertimbangan jika JPU dengan memori banding, dengan pengajuan keberatan, alasannya:

- 
Putusan Hakim dengan penjatuhan pidana satu tahun tiga bulan, denda delapan ratus juta rupiah, tidak selarasnya dengan maksud penetapan adanya uu Narkotika; (Undang-Undang Nomor 35, 2009)
- 
Putusan Hakim yang sebenarnya dengan maksud preventif, korektif dan juga edukatif;

c.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan bacaan, acuan berkas dengan memori banding penuntut umum, pertimbanan hukum Hakim tingkat pertama dengan memutuskan pertimbangan yang cermat dan juga benar.;

d. 
Pertimbangan jika keberatan dari JPU ini dengan memori banding, Pengadilan Tinggi, tak sependapat dengan pernyataan pertimbangan hukum berdasar dengan pembuktian, barang bukti dan perolehan persidangan dengan fakta yang disesuaikan dengan hukum acara pidana, dikarenakan memorinya ditolak;

e.
Pertimbangan, beralaskan hal tersebut, pengadilan tinggi terkait dengan Hakim dengan putusan berkonflik dengan hukum, dengan keabsahan dan bersalah yang menjadi dakwaan. Jalan keluarnya, dengan pertimbanan pemenuhan pertimbangan dengan alih pemutusan perkata tingkatan banding;                                                                     

f. 
Menimbangnya dengan uraian pertimbang dengan Nomor 5/PID.SUSANAK/2017/PN.Tbh tanggal  31 Maret  2017 harus dapat dipertahankan dan dikuatkan;

g.  Pertimbangan, karena anak yang memiliki konflik itu hukum dengan pernyataan pembuktian bersalah, dengan pembebanan dan pembayaran kedua tingkatan tersebut;

h.  Ingat dengan Pasal 112, dengan UU Narkotika, dan mengenai hukum acara pidana, dalam perkara tersebut. 
d. Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR

- 
Penerimaan banding dari JPU;

-
Penguatan Putusan Pengadilan dengan yang dimintakan banding;

- 
Dengan perintah anak yang memiliki konflik agar tetap dilakukan penahanan;

e.
Analisis Penulis
Pada prinsipnya peradilan pidana anak dengan tujuan pemberian yang baik bagi anak, tanpa dikorbankannya kepentingan masyarakat, tegaknya keadilan. Penegakan keadilan menjad tugas terpokok dengan pidana saja. Namun dalam perlindungan bagi masa depan anak yang menjadi acuan dari Pasal 2 mengenai peradilan Anak. Kemudian asas prlindungan, mengadili, non diskriminasi, proposional dan membalasnya. Regulasi anak dengan pasall yang menjadi pembeda : 1) Batasan usia, dengan konflik hukum yang disebut dengan anak yang telah mempunyai usia dari dua belas hingga delapan belas tahun ; 2) Ruang lingkup permasalahan denagn batasan, pemeriksaan sidang, kewenangan dari pemeriksaan perkara, permasalahan diluar pemidanaan. 
Sidang pengadilan anak dengan kewenangan pemeriksaan perkara anak 3) penyelesaian terkhusus dari perkara anak nakal dari penutut umum dan hakim anak ; 4) Perannya, bimbingan masyarakat, UNDANG-UNDANG SPPA pengakuan peran dan bimbingan dari sosial relawan ; 5) Keadan dalam pemeriksaan keluarga, pengadilan anak dan keadaan keluarganya ; 6) Diharuskan dengan tidak boleh disidang ataupun diadili dengan orang dewasa lain; 7) Acara pemeriksaannya dengan pengadilan anak, ditutup dengan pengucapan dari Pasal 153 ayat 3 KUHAP dan pasal 54 UNDANG-UNDANG SPPA ; 8) Pemeriksaan oleh Hakim Tunggal, pemeriksaan perkara pengadilan anak. Dengan pengancaman tujuh tahun penjara dengan pembuktian.; 9) Jangka waktu penanahan yang singkat, dengan pembanding dari KUHAP. Hal ini dengan melindungi anak dengan penahana yang tidak sebntar; 10) Menghukum lebih ringan, dengan ketentuan dan tinjauan aspek perlindungan anak, memutusakn ajika anak HARDI MANSYAH PUTRA alias HARDI bin ABDULLAH HARIS  jikalaupun sudah dibuktikan dengan keabsahan pidana, mufakat jahat, berlawanan dengan hukum, mempunyai menympan, penguasaan Narkotika Golongan I, penjatuhan pemindanaan dengan penetapan agar anak dihukum khusus dengan pembinaan di Tembilahan. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan ini telah diperkuat oleh putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru. 
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pertanggungjawaban pidana hingga pemidanaan terhadap anak dihadapkan dengan hukum sejauh mungkin dari anak, dengan cara lainnya, menjatuh yang berhadapan dengan hukum khususnya penyalahguna narkotika sejauh mungkin dihindarkan dari anak jika tidak ada cara lainnya, akan berdampak negatif dengan sistem SPPA. Dimana, menjadi jalan utama sekali untuk lanjut pada tahap peradilan dari versi yang lain, dengan penjatuhan pidana lain. Regulasi ini dengan terkhusus mengenai sistm dan pemberlakuan UU SPPA menjadi terkhusus dengan adanya asas lex specialis derogat legi generalis.
b. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba sudah dilakukan pengaturannya dari UU No 35 Tahun 2014, kmudian dengan penentuan perlindungan tekrhusus bagi anak, dari penyalahgunaan narkotika dan lainnya. Dimaksudkan dari regulasi ini jika pemerintah dan lembaga Negara, wajib untuk bertanggung jawab, merawat dan merehabilitasi, usaha melindungi hukum bagi anak. Adanya perlindungan pada anak juga ada pengaturannya dari UU No 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. 
2. Saran
a. Dibutuhkannya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara anak, dengan benar benar paham mengenai asas hukum, peraturan perundang-undangan dengan kaitan dalam menyelesaikan perkara anak, hinga perolehan putusan pengadilan yang mumpuni. 
b. Butuhnya pengawasan, dengan menerapkan aturan undang-undang yang diberlakukan, dengan meningkatkan efektivitas, dengabn pihaknya contohnya Komisi Perlindungan Anak, dengan korban penyalahgunaan narkotika ini. Ada lima pilar usaha anak khususnya dari orang tua, keluarga ataupu orang terdekat dalam perlindungan dari penyalahgunaan narkotika. 
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